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 Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
implementasi kebijakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil 
(PPNS) di Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi 
Sulawesi Utara. Faktor-faktor determinan seperti 
komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap pelaksana, dan 
struktur birokrasi menjadi fokus penelitian. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa komunikasi telah terlaksana dengan 
baik melalui sosialisasi dan pelatihan, namun sumber daya, 
disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi belum optimal. 
Kendala utama meliputi minimnya anggaran, kurangnya 
motivasi seperti insentif tambahan, serta tumpang tindih 
wewenang antar instansi. Meski demikian, keberadaan SOP 
dan pengisian jabatan PPNS yang sesuai aturan menjadi 
faktor pendukung. Penelitian ini merekomendasikan 
penyusunan anggaran, pemberian insentif tambahan, 
perbaikan peraturan daerah, serta koordinasi antar instansi 
untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan. 
Implementasi yang optimal diharapkan mampu mendukung 
penegakan hukum dan menciptakan ketertiban di daerah. 
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PENDAHULUAN  
 Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Daerah Provinsi Sulawesi Utara memiliki 
kewenangan penting dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala 
Daerah serta pemeliharaan ketertiban umum. Sebagai bagian dari tugasnya, Satpol PP 
dilengkapi dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berwenang menangani 
pelanggaran pidana ringan. Keberadaan PPNS di daerah sangat penting mengingat 
banyaknya pelanggaran Perda yang memerlukan penanganan khusus. Namun, peran mereka 
masih menghadapi berbagai kendala, baik dari segi implementasi kebijakan maupun 
pelaksanaan di lapangan [1], [2]. 

Pelaksanaan tugas PPNS di Sulawesi Utara menunjukkan berbagai tantangan. 
Maraknya pelanggaran Perda, seperti pengelolaan barang milik daerah, aktivitas 
pertambangan ilegal, pelanggaran zonasi wilayah pesisir, dan pelanggaran tata ruang, 
menjadi bukti bahwa penegakan hukum belum maksimal. Sebagai contoh, pelanggaran di 
Kawasan Ekonomi Khusus Bitung terus terjadi meskipun penertiban telah dilakukan 
beberapa kali. Selain itu, aktivitas ilegal seperti galian C dan tambang emas tanpa izin di 
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wilayah tertentu menunjukkan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum [3], [4]. 
Beberapa kendala utama yang dihadapi PPNS adalah tumpang tindih kewenangan 

dengan kepolisian dan instansi lain, serta keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas. 
Dengan hanya lima PPNS yang bertugas untuk mencakup seluruh wilayah Provinsi Sulawesi 
Utara, jelas bahwa jumlah personel sangat tidak memadai. Sumber daya yang terbatas ini 
berdampak pada efektivitas pelaksanaan tugas, terutama dalam menghadapi pelanggaran 
yang kompleks dan luasnya wilayah operasional [5], [6]. 

Masalah koordinasi antarlembaga menjadi kendala lain yang signifikan. Kurangnya 
komunikasi dan sinergi antara PPNS, kepolisian, kejaksaan, dan dinas terkait menghambat 
efektivitas penegakan hukum. Selain itu, dasar hukum yang digunakan oleh PPNS, yaitu 
Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, sering kali tidak relevan karena tidak 
mengikuti pembaruan undang-undang yang lebih tinggi. Misalnya, Perda tentang 
pertambangan di Sulawesi Utara masih merujuk pada undang-undang lama yang sudah tidak 
berlaku, sehingga menyebabkan pelanggaran hukum dalam pelaksanaannya [7], [8]. 

Peraturan daerah memiliki peran strategis dalam mendukung penegakan hukum dan 
pembangunan daerah. Namun, lemahnya implementasi Perda dan kurangnya sanksi yang 
efektif mengurangi dampaknya. Dengan maraknya pelanggaran yang tidak diangkat hingga 
tahap penyidikan, upaya penegakan hukum menjadi tidak optimal, sehingga memengaruhi 
pendapatan daerah dan iklim usaha [9], [10]. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
implementasi kebijakan PPNS di lingkungan Satpol PP Sulawesi Utara serta mengidentifikasi 
faktor-faktor determinan yang memengaruhi kebijakan tersebut. Penelitian ini diharapkan 
memberikan wawasan yang komprehensif mengenai langkah-langkah strategis yang 
diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan Perda dan mendukung pembangunan 
daerah secara berkelanjutan. 

Dengan fokus pada penguatan koordinasi, peningkatan sumber daya, serta 
penyesuaian peraturan yang relevan, kebijakan PPNS dapat dioptimalkan untuk mendukung 
terciptanya ketertiban umum, penegakan hukum yang efektif, dan pembangunan ekonomi 
yang berkelanjutan di Sulawesi Utara. Hal ini menjadi langkah penting dalam meningkatkan 
kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dan menciptakan lingkungan yang 
kondusif untuk investasi dan kesejahteraan masyarakat. 
 
LANDASAN TEORI  
Kebijakan 

Kebijakan merupakan salah satu instrumen penting dalam pemerintahan yang 
mencerminkan kinerja pemerintah melalui berbagai keputusan dan program yang 
diimplementasikan. Secara umum, kebijakan dapat dipahami sebagai serangkaian aktivitas 
yang melibatkan pengambilan keputusan untuk mengatur kehidupan masyarakat atau 
publik. Kebijakan berfungsi sebagai pedoman dalam menangani masalah publik dan 
administrasi pemerintahan, dengan tujuan menciptakan tata kelola yang efektif dan efisien 
[11], [12]. 

Dalam pelaksanaannya, kebijakan memiliki tiga tingkatan: kebijakan umum, 
kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis. Kebijakan umum memberikan pedoman atau 
arahan yang berlaku secara luas, kebijakan pelaksanaan menjabarkan kebijakan umum ke 



 4975 
JIRK 

Journal of Innovation Research and Knowledge 
 Vol.4, No.7, Desember 2024 
  

…………………………………………………………………………………………………….......................................... 
ISSN 2798-3471 (Cetak)  Journal of Innovation Research and Knowledge 
ISSN 2798-3641 (Online) 

dalam langkah-langkah yang lebih spesifik, dan kebijakan teknis merupakan kebijakan 
operasional yang mendukung pelaksanaan di lapangan. Hierarki ini memastikan bahwa 
setiap kebijakan saling mendukung dan tidak saling bertentangan, sehingga dapat efektif 
dalam mengatasi permasalahan publik dan memberikan solusi yang sesuai [13]. 
Publik 

Publik mengacu pada kedewasaan dalam aspek fisik, emosional, dan intelektual yang 
menekankan peralihan dari kepentingan pribadi menuju pemahaman dan kepedulian 
terhadap kepentingan orang lain. Konsep publik dapat dipahami melalui berbagai perspektif, 
seperti pluralis yang mengedepankan kekuasaan di tangan warga negara, pilihan publik yang 
melihat komunitas sebagai kumpulan individu, dan legislatif yang menekankan perwakilan 
dalam sistem demokrasi modern. Selain itu, ada perspektif penyedia layanan yang 
menempatkan publik sebagai konsumen yang berhak mendapatkan pelayanan terbaik dari 
aparatur negara, serta perspektif utilitarian yang fokus pada upaya memenuhi kepentingan 
individu tanpa mengabaikan manfaat kolektif [14], [15]. 

Perspektif lainnya mencakup altruisme, yang mengutamakan kepentingan orang lain 
meskipun sulit dibuktikan dalam praktik, serta perspektif sosial dan budaya yang 
menghargai perbedaan nilai, adat, dan kebiasaan dalam masyarakat. Publik sebagai warga 
negara memiliki hak dan kewajiban yang setara, di mana warga yang baik memahami filosofi 
moral, terlibat dalam kebijakan publik, serta mematuhi aturan tanpa mengganggu kebebasan 
orang lain. Semua perspektif ini mencerminkan keragaman pendekatan dalam memahami 
dan memenuhi kepentingan publik untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan 
berkeadilan [16], [17]. 
Kebijakan Publik 

Kebijakan publik merupakan keputusan pemerintah untuk mengambil atau tidak 
mengambil tindakan dalam menangani masalah publik. Kebijakan ini mencakup berbagai 
tingkat, mulai dari kebijakan makro seperti undang-undang dan peraturan daerah, hingga 
kebijakan mikro yang mengatur implementasi operasional. Proses pembuatannya 
melibatkan beberapa tahap, yaitu penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi, 
implementasi, hingga evaluasi. Kebijakan ini bertujuan mengatur kehidupan bersama, baik 
dengan mendistribusikan maupun menyerap sumber daya negara. Dalam praktiknya, 
kebijakan tidak hanya menjadi alat untuk mengatur masyarakat, tetapi juga mencerminkan 
tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan solusi yang seimbang untuk meminimalkan 
dampak negatif [18], [19], [20]. 

Proses analisis kebijakan melibatkan langkah-langkah seperti perumusan masalah, 
peramalan masa depan, rekomendasi alternatif terbaik, pemantauan pelaksanaan, dan 
evaluasi kinerja. Setiap langkah ini memerlukan pendekatan yang efektif, efisien, responsif, 
dan layak untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kebijakan publik juga harus 
mempertimbangkan keterkaitan antar kebijakan sehingga dampak yang dihasilkan dapat 
diantisipasi dan dikelola dengan baik. Dengan pendekatan yang komprehensif, kebijakan 
publik dapat menjadi instrumen yang memastikan keseimbangan antara kepentingan 
pemerintah dan masyarakat, menciptakan solusi yang berkelanjutan bagi berbagai masalah 
publik [21], [22] 
Implementasi Kebijakan: Pentingnya Tahapan dan Faktor Pendukung 

Implementasi kebijakan merupakan langkah strategis dalam proses kebijakan yang 
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memastikan keputusan pemerintah dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tahapan 
implementasi melibatkan tindakan administratif, koordinasi berbagai aktor, dan 
penggunaan sumber daya yang efektif. Keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi 
oleh komunikasi yang jelas, ketersediaan sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur 
birokrasi. Selain itu, faktor lingkungan sosial, ekonomi, dan politik juga memengaruhi 
efektivitas kebijakan. Model implementasi, baik dari pendekatan "top-down" maupun 
"bottom-up," memberikan kerangka untuk memahami dinamika antara perumus kebijakan, 
pelaksana, dan masyarakat sebagai kelompok sasaran [23], [24]. 

Keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung 
seperti ketersediaan waktu dan sumber daya, koordinasi yang baik, komunikasi yang efektif, 
dan dukungan dari masyarakat. Namun, hambatan seperti kurangnya informasi, 
ketidakjelasan isi kebijakan, kurangnya dukungan, serta pembagian tugas dan wewenang 
yang tidak tepat sering kali menghambat pelaksanaan kebijakan. Ketegangan antara 
pelaksana dan masyarakat juga dapat terjadi akibat kebijakan yang tidak sesuai dengan nilai-
nilai atau kebutuhan masyarakat, sehingga memerlukan pendekatan yang fleksibel dan 
responsif [25], [26], [27]. 

Kebijakan publik yang efektif tidak hanya bergantung pada perumusan yang baik, 
tetapi juga pada implementasi yang konsisten dan adaptif. Pemerintah perlu memastikan 
bahwa kebijakan memiliki dasar hukum yang kuat, tujuan yang realistis, dan dukungan yang 
memadai dari berbagai pihak. Selain itu, pemantauan dan evaluasi secara berkala diperlukan 
untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai tujuan. Implementasi yang buruk dapat 
menciptakan ketidakpastian, konflik, atau bahkan penolakan dari masyarakat, sehingga 
langkah-langkah strategis seperti komunikasi intensif, penyediaan sumber daya yang cukup, 
dan koordinasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan kebijakan publik [21], [28]. 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah pegawai negeri sipil yang diberi 
kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah sesuai 
dengan ketentuan perundang-undangan. Syarat dan tata cara pengangkatan PPNS diatur 
dalam Permenkumham Nomor 5 Tahun 2016. Untuk menjadi PPNS, calon harus memenuhi 
sejumlah persyaratan, antara lain memiliki masa kerja sebagai PNS minimal dua tahun, 
berpangkat minimal Penata Muda (III/a), berpendidikan sarjana hukum atau setara, serta 
bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum. Selain itu, calon harus sehat 
jasmani dan rohani, memiliki penilaian kerja baik dalam dua tahun terakhir, serta mengikuti 
dan lulus pelatihan penyidikan. Pengangkatan PPNS dilakukan oleh Menteri berdasarkan 
kualifikasi tersebut [29], [30]. 

PPNS di lingkungan pemerintah daerah memiliki peran penting dalam penegakan 
peraturan daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 3 Tahun 2019. Tugas 
utama PPNS meliputi penyidikan atas pelanggaran terhadap peraturan daerah. Dalam 
melaksanakan tugasnya, PPNS memiliki sejumlah kewenangan, seperti menerima laporan 
pengaduan, melakukan pemeriksaan awal di tempat kejadian, menghentikan tersangka 
untuk pemeriksaan, melakukan penggeledahan, penyitaan, hingga memanggil saksi atau ahli 
yang relevan dalam penyidikan suatu perkara. Wewenang ini memberikan PPNS 
kemampuan untuk menjalankan proses penyidikan secara menyeluruh dan profesional. 

Untuk menunjang tugasnya, PPNS juga berwenang melakukan tindakan lain yang 
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bertanggung jawab sesuai hukum, termasuk menghentikan penyidikan jika diperlukan. 
Peran PPNS dalam pemerintahan daerah sangat penting dalam memastikan penegakan 
peraturan daerah berjalan efektif, menciptakan ketertiban, dan mendukung pembangunan 
yang berkelanjutan. Dengan kewenangan yang dimiliki, PPNS berfungsi sebagai ujung 
tombak dalam menegakkan hukum di tingkat daerah, memperkuat pelaksanaan kebijakan 
lokal, dan memberikan dampak positif terhadap tata kelola pemerintahan [31]. 
 
METODE PENELITIAN  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara 
mendalam fenomena terkait implementasi tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di 
Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Pendekatan kualitatif 
memungkinkan peneliti mengeksplorasi persepsi, motivasi, dan perilaku subjek dalam 
konteks alami, dengan fokus pada deskripsi fenomena melalui kata-kata. Penelitian 
deskriptif bertujuan menggambarkan situasi atau kondisi saat ini untuk memperoleh 
informasi yang relevan dan akurat mengenai pelaksanaan tugas PPNS. Fokus penelitian ini 
meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi, yang 
merupakan elemen kunci dalam implementasi kebijakan [32], [33]. 

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Observasi memungkinkan peneliti mengamati secara langsung proses implementasi 
kebijakan, sementara wawancara memberikan wawasan mendalam dari informan kunci, 
termasuk kepala satuan, kepala bidang penegakan peraturan, dan PPNS. Wawancara terbagi 
menjadi terstruktur, yang menggunakan panduan pertanyaan, dan tidak terstruktur, yang 
memberikan kebebasan lebih untuk eksplorasi. Dokumentasi melengkapi data dengan 
menelaah arsip dan dokumen terkait implementasi kebijakan [34], [35]. 

Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan. Reduksi data melibatkan seleksi dan penyederhanaan informasi yang 
relevan dengan fokus penelitian. Data yang telah disederhanakan kemudian disusun dalam 
bentuk narasi atau tabel untuk membantu analisis dan penarikan kesimpulan. Kesimpulan 
yang ditarik melalui proses ini diharapkan menghasilkan temuan baru yang memperjelas 
implementasi kebijakan, sekaligus memberikan wawasan untuk perbaikan di masa 
mendatang [36], [37]. 

Keabsahan data dijamin melalui triangulasi teknik dan triangulasi sumber. 
Triangulasi teknik menggabungkan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan 
dokumentasi untuk memastikan konsistensi. Sementara itu, triangulasi sumber 
memverifikasi data dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai 
informan menggunakan teknik pengumpulan data yang sama. Pendekatan ini memastikan 
validitas dan reliabilitas data yang mendukung temuan penelitian [38], [39], [40]. 

Penelitian ini dirancang untuk menghasilkan wawasan yang komprehensif mengenai 
implementasi tugas PPNS, dengan menyoroti faktor pendukung dan penghambat. Elemen 
seperti komunikasi yang jelas, ketersediaan sumber daya, motivasi pelaksana, dan struktur 
birokrasi yang efisien diidentifikasi sebagai faktor kunci keberhasilan. Temuan penelitian 
diharapkan dapat menjadi masukan berharga untuk meningkatkan efektivitas kebijakan dan 
mendukung pelaksanaan tugas PPNS dalam menciptakan ketertiban dan penegakan hukum 
yang lebih baik. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
Tabel 1. Temuan Penelitan Komunikasi Terkait Kebijakan Penyidik Pegawai Negeri 

Sipil Kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil 
Fokus: Pelaksanaan Tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil 

Subfokus I Temuan 
 

Komunikasi 
1. Sosialisasi mengenai Peraturan telah 

dilaksanakan 

2. Materi atau pelatihan terkait tugas Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil telah dilaksanakan 

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian,2024 
 

Tabel 2. Temuan Penelitian Sumber Daya Terkait Pelaksanaan Tugas 
 Penyidik Pegawai Negeri Sipil 

Fokus: Pelaksanaan Tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil 
Subfokus II Temuan 

 
                

             SUMBER DAYA 

1. Jumlah personil penyidik pegawai negeri sipil 
masih kurang 

2. Anggaran penyidikan oleh penyidik pegawai 
negeri sipil belum tersedia 

3. Sarana dan prasarana yang dimiliki untuk 
pelaksanaan tugas penyidik pegawai negeri sipil 
belum mencukupi 

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian,2024 
 

Tabel 3. Temuan Penelitian Disposisi/Sikap Pelaksana Terkait Pelaksanaan  
Tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil 

Fokus: Pelaksanaan Tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil 
Subfokus III Temuan 

 
  DISPOSISI/SIKAP PELAKSANA 

1. Minimnya perlindungan hukum dalam 
penyidik pegawai negeri sipil 
melaksanakan tugas  

2. Tidak tersedianya insentif tambahan 

3. Adanya Peraturan Daerah yang perlu 
pembaharuan sehingga menghambat 
pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai 
Negeri Sipil 

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian,2024 
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Tabel 4. Temuan Penelitian Terkait Struktur Birokasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil 
Fokus: Pelaksanaan Tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil 
Subfokus IV Temuan 

       
STRUKTUR BIROKRASI 

Terdapatnya tumpang tindih wewenang 
dalam penyidik pegawai negeri sipil 
melaksanakan tugas   

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian,2024 
Komunikasi 

Komunikasi memegang peranan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi 
Sulawesi Utara. Proses komunikasi dilakukan melalui berbagai media, termasuk grup 
komunikasi WhatsApp, sosialisasi, dan pelatihan. Selain pembinaan internal yang rutin 
diadakan melalui rapat dan apel, pelatihan eksternal yang diselenggarakan oleh Bareskrim 
Polri dan Kementerian Dalam Negeri juga berperan signifikan dalam meningkatkan 
pemahaman dan kapasitas PPNS. Upaya ini mencerminkan koordinasi yang baik antara 
pembuat kebijakan di tingkat pusat dan implementer di daerah, yang merupakan elemen 
krusial dalam proses implementasi. Semakin baik komunikasi antar pihak, semakin kecil 
kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan kebijakan, sebagaimana diungkapkan 
oleh Van Metter dan Van Horn. 

Menurut Edward III, keberhasilan komunikasi dalam kebijakan publik terletak pada 
transmisi, kejelasan informasi, dan konsistensi penyampaian. Komunikasi bukan sekadar 
penyampaian informasi, tetapi proses kompleks yang memastikan kebijakan dipahami, 
diterima, dan dilaksanakan secara efektif. Di Satuan Polisi Pamong Praja, pemahaman ini 
tercermin dalam berbagai inisiatif komunikasi yang telah diterapkan, seperti pelatihan dan 
sosialisasi. Dengan pendekatan yang terstruktur dan konsisten, komunikasi yang baik 
mampu mendukung implementasi kebijakan secara optimal, membantu PPNS melaksanakan 
tugas mereka dengan lebih efektif, dan pada akhirnya mencapai tujuan kebijakan yang telah 
ditetapkan [41], [42]. 
Sumber Daya 

Pelaksanaan tugas penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Satuan 
Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi Sulawesi Utara menghadapi kendala serius dalam hal 
ketersediaan sumber daya. Jumlah personel PPNS yang terbatas, kurangnya anggaran untuk 
mendukung kegiatan penyidikan, serta sarana dan prasarana yang belum memadai menjadi 
hambatan utama. Sumber daya yang dibutuhkan dalam implementasi kebijakan, seperti 
sumber daya manusia, keuangan, fisik, informasi, dan hukum, belum sepenuhnya tersedia. 
Kondisi ini mengakibatkan pelaksanaan kebijakan tidak berjalan optimal, sehingga 
memengaruhi efektivitas tugas penyidikan. Sebagai contoh, jumlah PPNS yang tidak 
mencukupi mengurangi efisiensi pelaksanaan kebijakan, sementara minimnya anggaran dan 
sarana fisik menghambat kelancaran kegiatan penyidikan. 

Menurut pandangan para ahli seperti Brian Hogwood, Lewis A. Gun, Sabatier, dan 
Edwards III, keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada perpaduan 
sumber daya yang memadai. Dukungan sumber daya manusia yang berkualitas, anggaran 
yang cukup, serta sarana dan prasarana yang memadai merupakan elemen penting untuk 
mencapai tujuan kebijakan. Edward III menegaskan bahwa sumber daya, seperti jumlah staf 
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yang cukup, keahlian implementor, dan fasilitas pendukung, merupakan faktor kunci dalam 
efektivitas implementasi kebijakan. Dalam konteks PPNS Sulawesi Utara, kurangnya 
pemenuhan kebutuhan sumber daya ini menjadi tantangan yang perlu segera diatasi agar 
pelaksanaan tugas penyidikan dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien [43], [44]. 
Disposisi/Sikap Pelaksana 

Disposisi atau sikap pelaksana merupakan faktor penting dalam keberhasilan 
implementasi kebijakan. Di Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi Sulawesi Utara, para 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan 
tugas penyidikan, namun motivasi dan sikap mereka dalam menjalankan kebijakan masih 
kurang optimal. Faktor-faktor seperti tidak adanya insentif tambahan, minimnya 
perlindungan hukum, dan perlunya pembaruan peraturan daerah menjadi hambatan utama. 
Insentif tambahan, misalnya, dapat berfungsi sebagai dorongan untuk meningkatkan 
motivasi dan kinerja pelaksana. Perlindungan hukum yang memadai juga penting untuk 
menciptakan lingkungan kerja yang aman dan mendukung, sehingga pelaksana merasa 
nyaman dan termotivasi untuk memberikan kontribusi terbaik mereka. 

Menurut para ahli, seperti Edward III, sikap pelaksana yang positif sangat 
memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Dukungan motivasi, baik berupa insentif 
maupun perlindungan hukum, berperan penting dalam mendorong pelaksana menjalankan 
tugas dengan dedikasi tinggi. Selain itu, dasar hukum yang jelas memberikan arah dan 
legitimasi dalam pelaksanaan tugas, sehingga menciptakan stabilitas dan akuntabilitas. 
Tanpa adanya motivasi dan dukungan lingkungan kebijakan yang baik, kinerja PPNS akan 
sulit mencapai potensi maksimalnya, dan implementasi kebijakan cenderung tidak efektif. 
Oleh karena itu, peningkatan motivasi dan penguatan lingkungan kebijakan menjadi 
prioritas untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas penyidikan [45], [46] 
Struktur Birokrasi 

Struktur birokrasi memiliki peran penting dalam mendukung implementasi 
kebijakan, termasuk dalam pelaksanaan tugas oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di 
Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Meski Standar Operasional 
Prosedur (SOP) sudah tersedia sebagai pedoman kerja, pelaksanaan di lapangan masih 
menghadapi hambatan berupa tumpang tindih wewenang. Hambatan ini menunjukkan 
adanya fragmentasi yang buruk di antara instansi terkait, yang mengakibatkan koordinasi 
yang lemah, kesalahan dalam pelaksanaan tugas, serta kendala dalam pengambilan 
keputusan. Edwards III menegaskan bahwa struktur birokrasi dapat terhambat oleh faktor 
internal seperti SOP yang kurang dipatuhi atau diimplementasikan, serta faktor eksternal 
seperti fragmentasi antar lembaga. 

Menurut Van Metter dan Van Horn, koordinasi antar organisasi merupakan 
mekanisme kunci untuk mengurangi kesalahan dalam implementasi kebijakan. Tumpang 
tindih wewenang yang terjadi dalam pelaksanaan tugas PPNS menunjukkan bahwa 
komunikasi antar lembaga yang terlibat belum optimal. Koordinasi yang baik diperlukan 
untuk memastikan setiap instansi memahami perannya masing-masing, sehingga tugas 
dapat dilakukan secara efisien tanpa konflik atau redundansi. Untuk meningkatkan 
efektivitas pelaksanaan tugas PPNS, diperlukan perbaikan komunikasi dan koordinasi lintas 
instansi agar setiap pihak dapat bekerja selaras dalam mendukung implementasi kebijakan 
yang lebih baik [47], [48]. 
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Faktor Determinan Kebijakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Satuan 
Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi Sulawesi Utara 

Faktor determinan merupakan elemen-elemen kunci yang secara langsung 
memengaruhi hasil suatu proses, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Dalam 
konteks pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Satuan Polisi Pamong 
Praja Daerah Provinsi Sulawesi Utara, faktor determinan meliputi komunikasi, sumber daya, 
disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Komunikasi menjadi faktor 
pendukung utama melalui sosialisasi kebijakan dan pelatihan rutin yang memperkuat 
pemahaman tugas PPNS. Kompetensi pelaksana yang sudah sesuai dengan persyaratan, serta 
keberadaan SOP yang menjadi pedoman pelaksanaan tugas, juga berperan mendukung 
keberhasilan implementasi kebijakan [49], [50]. 

Namun, pelaksanaan tugas PPNS masih menghadapi sejumlah hambatan. Faktor 
sumber daya yang belum mencukupi, seperti minimnya anggaran, kurangnya sarana dan 
prasarana pendukung, serta jumlah personel yang terbatas, menjadi tantangan utama. Selain 
itu, kurangnya motivasi pelaksana, ketiadaan insentif tambahan, perlindungan hukum yang 
belum memadai, serta dasar hukum yang perlu diperbarui turut memengaruhi efektivitas 
tugas PPNS. Dari segi struktur birokrasi, fragmentasi yang tidak optimal menyebabkan 
tumpang tindih wewenang antara PPNS di Satuan Polisi Pamong Praja dengan instansi lain, 
menghambat koordinasi dan pelaksanaan kebijakan secara efisien. Oleh karena itu, perlu 
adanya perbaikan di berbagai aspek untuk mendukung pelaksanaan tugas PPNS yang lebih 
efektif dan terarah. 
 
KESIMPULAN  

Penelitian ini mengungkapkan bahwa pelaksanaan kebijakan Penyidik Pegawai 
Negeri Sipil (PPNS) di Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi Sulawesi Utara 
menunjukkan berbagai dinamika. Komunikasi telah terlaksana dengan baik melalui 
sosialisasi kebijakan, penggunaan media elektronik, serta pelatihan yang rutin. Namun, 
sumber daya untuk pelaksanaan tugas PPNS belum optimal, terutama terkait anggaran, 
jumlah personel, serta sarana dan prasarana pendukung yang masih kurang. Dari segi 
disposisi atau sikap pelaksana, motivasi yang diberikan kepada PPNS masih kurang, 
terutama dalam bentuk insentif tambahan dan perlindungan hukum, meskipun pengisian 
jabatan PPNS telah sesuai ketentuan. Struktur birokrasi juga menghadapi kendala, seperti 
tumpang tindih wewenang, meski SOP untuk pelaksanaan tugas telah tersedia. 

Untuk meningkatkan efektivitas tugas PPNS, diperlukan penyusunan anggaran yang 
memadai guna mendukung pelaksanaan penyidikan serta pengadaan sarana dan prasarana 
yang diperlukan. Selain itu, pemberian insentif tambahan perlu diusulkan untuk 
meningkatkan motivasi pelaksana. Dengan anggaran dan insentif yang memadai, pelaksana 
dapat melaksanakan tugas dengan lebih baik dan efisien, yang pada akhirnya akan 
meningkatkan kinerja keseluruhan PPNS. 

Pemerintah daerah diharapkan berkoordinasi dengan instansi terkait, seperti 
kepolisian, untuk mendukung pelaksanaan tugas PPNS, terutama dalam kasus yang 
memerlukan pendampingan. Selain itu, perlu dilakukan upaya untuk menyusun atau 
mengusulkan perubahan terhadap peraturan daerah yang sudah tidak relevan, agar dasar 
hukum pelaksanaan tugas lebih kuat dan sesuai dengan kebutuhan saat ini. 
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Kerja sama dengan PPNS dari instansi lain juga sangat diperlukan untuk menghindari 
tumpang tindih wewenang. Koordinasi yang baik dapat menciptakan pembagian tugas yang 
jelas, sehingga setiap instansi dapat bekerja sesuai perannya masing-masing. Langkah ini 
diharapkan mampu menciptakan sinergi antar lembaga, yang pada akhirnya akan 
mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan PPNS secara keseluruhan. 
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